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PUTUSAN
Nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.Sdn
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat kumulasi isbat nikah antara:

PENGGUGAT, lahir di Surya Mataram, tanggal 21 Mei 1982, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan iibu
rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 3 Rt 005 Rw
003 Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni
2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor
1251/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 27 Juni 2022
memberikan kuasa kepada Sultan, S.H., M.H dan
Galih A. Nasukhah, S.H.l., M.H, advokat yang
beralamat di Jalan Johar 2 No0.030 RT.02 RW.03
Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Tulung Pasik, tanggal 27 April 1974, umur 48 tahun,
agama lIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh,
tempat tinggal di Dusun Il Rt 006 Rw 003 Desa
Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur Provinsi Lampung, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan para pihak;
Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2022
yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana
pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register perkara Nomor
1340/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari
Sabtu tanggal 21 September 2002 dilakukan di tempat orang tua Penggugat
di Dusun Ill Rt 005 Rw 003 Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru
Lampung Timur Provinsi Lampung.

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut ajaran agama islam
dengan wali bernama Abdul Manan alias Dul Manan, disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi bernama Suhadi (alm) dan Warsino. dengan mas kawin
berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

3. Bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat bersetatus sebagai perawan
berumur 20 tahun sedangkan Tergugat bersetatus jejaka berumur 28 tahun
dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk
melangsungkan akad nikah.

4. Bahwa sebelum dan setelah akad nikah Penggugat mengurus Buku Nikah
ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai, ternyata
KUA Labuhan Maringgai tidak mengeluarkan buku nikah Penggugat dan
Tergugat sampai dengan sekarang tanpa tahu sebabnya.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun kemudian
pindah kerumah sendiri di Dusun Ill Rt 006 Rw 003 Desa Tulung Pasik
Kecamatan Mataram Baru Kab Lampung Timur Provinsi Lampung sampai
dengan pisah.

6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

- Khabib Aris Munandar Bin Sunoto, laki-laki, lahir di Tulung Pasik, 8
Pebruari 2004
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- Ulfanur Azizah Binti Sunoto, Perempuan, lahir di Tulung Pasik 06 Maret
2014

7. Bahwa awal menikah rumah tangga Pengugat dan Tergugat hidup rukun
dan damai, tetapi sekitar Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
Tergugat mempunyi sifat kurang giat dalam bekerja akibatnya tidak bisa
memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari
Penggugat harus bekerja sebagai buruh menjahit dan apabila Penggugat
menegur Tergugat agar giat bekerja Tergugat malah tidak terima justru
kemudian terjadilah pertengkaran dan hal ini seringkali terjadi

8. Bahwa puncaknya pada Agustus 2018 karena Penggugat sudah tidak tahan
dengan tingkah Tergugat dan disebabkan keributan Penggugat pulang ke
rumah orang tuanya di Dusun Il Rt 005 Rw 003 Desa Tulung Pasik
Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur Provinsi Lampung dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 8
bulan

9. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak pernah
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri

10.Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya menasehati dan
berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai
namun upaya tersebut gagal

11.Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun
dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu
suami dan istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling
memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana
dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomer | Tahun 1974 tentang
Perkawian tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dan sesuai dengan
alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,
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oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana

berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menetapkan sah nya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21
September 2002 di Dusun Il Rt 005 Rw 003 Desa Tulung Pasik Kecamatan
Mataram Baru Lampung Timur Provinsi Lampung

3. Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat (TERGUGAT) kepada
penggugat (PENGGUGAT)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adil nya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat
dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa
khusus tertanggal 16 Juni 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 1251/SKH/2022/PA.Sdn pada
tanggal 27 Juni 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal
advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah
dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Rifgiyatunnisa, S.H.l pada
tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak menghadap di mediasi yang telah dijadwalkan tanpa alasan
yang sabh;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan
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surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
memberikan jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan lanjutan yang
telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk
Kependudukan 1807166105820003, tanggal 14 Oktober 2021 yang
aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen
dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-253/Kua.08.07.02/Pw.01/6/2022
yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 17 Juni 2002,
bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Warsino bin Yatemo Rejo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ill RT 006 RW 003 Desa Tulung
Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Saksi
adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 21 September
2002;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun 3 Rt 005 Rw
003 Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur Provinsi Lampung;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas
dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat
berstatus jejaka dan perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Sukimin dan
diwakilkan pengucapan ijab kabulnya kepada Abdul Manan alias
Dul Manan;

- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Suhadi
(alm) dan Warsino;

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan
darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan
dan Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah
bersama sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak tahun 2015;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat mempunyi sifat kurang giat dalam
bekerja akibatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga,

sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus
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bekerja sebagai buruh menjahit dan apabila Penggugat menegur
Tergugat agar giat bekerja Tergugat malah tidak terima;

- Bahwa saksi sering meihat langsung pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
dan Tergugat tinggal di rumah bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan
perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

2. Supiyah binti Sukimin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Dusun | RT 001 RW 001 Desa Surya

Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Saksi

adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 21 September
2002;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun 3 Rt 005 Rw
003 Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur Provinsi Lampung;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas
dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat
berstatus jejaka dan perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Sukimin dan
diwakilkan pengucapan ijab kabulnya kepada Abdul Manan alias

Dul Manan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Suhadi
(alm) dan Warsino;

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan
darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan
dan Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah
bersama sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak tahun 2015;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat mempunyi sifat kurang giat dalam
bekerja akibatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga,
sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus
bekerja sebagai buruh menjahit dan apabila Penggugat menegur
Tergugat agar giat bekerja Tergugat malah tidak terima;

- Bahwa saksi sering meihat langsung pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat

dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan
perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan
gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan
tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (legal standing) dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat,
sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan, maka sesuai dengan ketentuan
pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman,
Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti tersebut
merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang
untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal
dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat
(bindende). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang
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sah dan daripadanya Penggugat telah membuktikan kebenaran tempat tinggal
dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat telah
terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah
dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juncto Pasal
7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,
maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk menerima dan
memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan
materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang
masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa
pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan
ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa
Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan
ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun
1994 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
juncto Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan
beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg
juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan
saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya
bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
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Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan
Mediator, Rifgiyatunnisa, S.H.I Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana,
namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2022, upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap di mediasi yang
telah dijadwalkan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya, namun karena perkara ini
perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan isbat nikah, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam
rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan
sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena pokok masalah ini adalah permohonan isbat
nikah yang dikumulasikan dengan Cerai Gugat, maka Majelis perlu
mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan pernikahannya
terlebih dahulu yang menjadi dasar adanya perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokonya Penggugat mendalilkan bahwa
mereka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 September 2002
di Dusun Il Rt 005 Rw 003 Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru
Lampung Timur Provinsi Lampung. Wali nikahnya ayah kandung Penggugat
bernama Sukimin dan diwakilkan pengucapan ijab kabulnya kepada Abdul
Manan alias Dul Manan, ada dua orang saksi masing-masing bernama Suhadi
(alm) dan Warsino, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.20.000 (dua
puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana telah dikemukakan oleh
Penggugat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama
Sukadana untuk mengesahkan perkawinan tersebut dengan maksud

dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana
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permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah diajukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam
Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut
dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi
sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 yang diajukan Penggugat telah
diberi materai dan dinazzegelen, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat
(1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto
pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000, maka
bukti surat tersebut secara formil dinyatakan sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat
bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sehingga pengajuan gugatan ini telah
sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah di ubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukadana
berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan dan
merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah
menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, oleh
karenanya alat bukti P.2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para
Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan
orang terdekat yaitu: Warsino bin Yatemo Rejo dan Supiyah binti Sukimin,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat
kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat
Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling
bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan
Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para
saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya
kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-
bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta
hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat
pada 21 September 2002, di Dusun 3 Rt 005 Rw 003 Desa Tulung Pasik
Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung,
tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah
kandung Penggugat Penggugat bernama Sukimin dan diwakilkan
pengucapan ijab kabulnya kepada Abdul Manan alias Dul Manan, adapun
yang menjadi saksi adalah Suhadi (alm) dan Warsino, dengan maskawin
uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah Penggugat status adalah perawan sedangkan
Tergugat status adalah Jejaka, serta masih tetap beragama Islam;

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;

- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan
nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan
baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-

undangan yang berlaku;
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- Bahwa seiama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan
telah dikarunia 1 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan
dan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan
hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan
pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan
Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk
menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab gabulnya tersebut wali menikahkan
Penggugat dan Tergugat serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang
agil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa
pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan
sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut
adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan
pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali
dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali
dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25
dan Pasai 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat didasari oleh
persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat
dinyatakan bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat
yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab gabul, Tergugat telah menyerahkan
secara tunai kepada Penggugat mahar dibayar tunai, fakta mana berarti telah
sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam;
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Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini
Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak
pemah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai
pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan
bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak pemah putus dan atau
dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat
adalah pemikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah
memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan
pemikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemikahan
Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pemikahan yang sabh;

Menimbang, bahwa pemikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat
dan Tergugat telah terbukti sebagai pemikahan yang sah, yang dikaitkan
dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dan
Tergugat patut dikabulkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan itsbat
nikah juga mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan pada pokoknya
yang tercantum pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim pada perkara ini
yang telah mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan
demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat
terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat,

Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana
ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan
Mediator, Rifgiyatunnisa, S.H.I Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana,
namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2022, upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap di mediasi yang
telah dijadwalkan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan
selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan
resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga
bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan
dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan
Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara aquo perceraian maka
Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus
pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat
sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul
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Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar lhya' At Turats, Beirut tahun 1984
Masehi yang berbunyi:
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Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang
yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo perkara perceraian,
meskipun Tergugat tidak hadir lagi di persidangan bukanlah satu-satunya
alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim
harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat
Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan
penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah
ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di muka sidang telah
disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara
terpisah berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan
menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim
menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan
maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-
dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut
oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan
perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan
menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan selama menikah dikaruniai

seorang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat

mempunyi sifat kurang giat dalam bekerja akibatnya tidak bisa memenuhi

kebutuhan keluarga, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat
harus bekerja sebagai buruh menjahit dan apabila Penggugat menegur

Tergugat agar giat bekerja Tergugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun 8

(delapan) bulan yang lalu sampai sekarang serta keluarga telah berusaha untuk

merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat yang
kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang
diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta
persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
sejak tanggal 21 September 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyi sifat
kurang giat dalam bekerja akibatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan
keluarga, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus
bekerja sebagai buruh menjahit dan apabila Penggugat menegur Tergugat
agar giat bekerja Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak
2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk
mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan

“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
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rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 19757

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur
perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa
unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini
sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah
pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam
membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Quran Surat Ar-Rum Ayat 21
dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim
berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah
yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat
dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina
rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki
dalam kitab Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII
halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim, yang menyebutkan:

S E PP SO &S APy | B LENU R SUE R

Pl ol S0 a3 e sy 170N, 5757 1 p Sl s3ball e Ay Dy
Wlyes by ) pall Sl o @me Oy i el dblyes oo 1, il et 0

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan
perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga
kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi
petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh
berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal
tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim
(Pengadilan Agama). Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil)
gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari
suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan
tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii dan pertimbangan-
pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti
Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga
keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang
lalu, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi
Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar
bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat
telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan
berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) juncto pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan
atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;
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Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
terhadap Penggugat berlaku iddah (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan
sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September
2002, di Dusun IllI Rt 006 Rw 003 Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram
Baru Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi,
Lc. sebagai Ketua Majelis, Ana Latifatuz Zahro, S.H. dan Lasifatul Launiyah,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
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para Hakim Anggota tersebut dan Asep Supriadi, S.H.l. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Intan Miftahurrahmi, Lc.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ana Latifatuz Zahro, S.H. Lasifatul Launiyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Asep Supriadi, S.H.L

Perincian biaya

1. PNBP 'Rp 60.000,00
2. Proses 'Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 1.000.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
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